[ANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR ";?% TAHUN 2021
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUN(}SI,

SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH i
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri :

Dalam Negeri. Nomor 56 Tahun 2019 tentarg o

Pedeman Nomenklatur dan Unit' Kerja Sekretamat_i_{:__
Daerah = Provinsi dan Kabupaten/Kota; = telah

ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun‘;:f._f. EET

2019 tentang Kedudukan, Susunan Orgamsam,' 5

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Se’ki etamat-'_- R

Daerah Provm31 Kahmantan Barat; -

b.  bahwa berdasarkan keténtuan - Pasai 109 aya’c (2)" :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahlm 2016,
o dinyatakan  Kementerian/lembaga - pememntah'-'f.f S
nonkementerian menetapkan pedoman nomenklaturf.' FRp
Perangkat Daerah sesuai dengan keweﬂmlgannya I e
berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub .~ "
urusan dan kewenangan dari Urusan’ Pemermtahan-'_

setelah berkoordinasi dengan Menteri;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi iugas dan f ungs1 e

dan berdasarkan hasil monitoring dan evaiuas;-

maka _periu melakukan perubahan summan_ | CH
organisasi, tugas dan fungsi -serta tata . kel Ja e

Sekretarlat Daerah Provinsi Kahmantan Barat

d. bahwa berdasarkan perumbangan ' sebagalmana '. o _ 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan humf C, per}u'__ S

menetapkan Peraturan =~ Gubernui tentang e
Perubahan Atas Peraturan - Gubernur Nomor 77 S

Tahun | 2019 tentang  Kedudukan, Susuﬂaﬁ R
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta’ Tata Ke1 Ja SRS R

Sekretariat Daerah Provinsi Kaliman ﬁ,an Barat

KARD ?m‘qgm;mﬁ‘ DAERAR
HUKI PEMRARARSA
i :
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Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar - Negara . |
Republik Indonesia Tahun 1945; :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang _
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan _Selatan dan
Kalimantan Timur  (Lembaran Negara = Republik -
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11@6)' -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang'___-_- |
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik B
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 = Tahun. 2014 tentang.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik - S
Inciones1a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan:_. :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor "5587) -

sebagaimana telah diubah beberapa. kali dan
terakhir: dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara s

Republik  Indonesia Tahun 2020 - Nomor 245, =
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones:&a_ '

Nomor 6573);

Peratura_n Pemerintah Nomor 18 - ’I‘ahun 2016' j.; : SR
tentang = Perangkat Daerah (Lembaran Negal a"- L

Republik Indonesia Tahun 2016 ‘Nomor - 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah ditbah dengan = -
Peraturan Pemerintah ~ Nomor = 72 Tahun 2019

tentang | Perubahan Atas “Peraturan - Pemel intah

Normmor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dae;;ah'_:"':'."_'-}":._'.-_':-' 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 -~ -
Nomor 187, Tambahan Lembaran: Negaua Repubhl{

Indonesia Nomor 6402},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun S
2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit o
Kerja : Sekretariat Daerah - Provmm Da:ﬂ'f R R
Kabupaten/l(ota (Berita Negara Repubhk Indonesm N

Tahun 2019 Nomor 970);

Peraturan Daerah Nomor 8 ’Tahun 2016 tentemg'ﬁ.' ':_:':1.-'
Pembentukan dan Susunan. Per a,ngkat Daerah = .

Provinsi. Kalimantan Barat - (Lembaran . Daez*ah"

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, DO JEes
Tambahan Lembaran Daerah Provmsl I&ahmantan“f S
Barat Nomor 6) sebagaimana telah = diubah -
beberapakali dan terakhir 'deﬁgan-?ei*atara;n Daerah - Lo
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua == .~

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan = dan - Susunan Perangkat_- e

Daerah | Provinsi Kalimantan = Barat (Lembamn "

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ta.hun 2021-',,-‘”:' 1
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah P10v1n51 S R

Kalimantan Barat Nomor 5};

RARO ?FE:E{AZ‘@GMA? BARRAH
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS  DAN  FUNGSI, SERTA  TATA  KERJA
SEKRETARIAT DAERAH  PROVINSI  KALIMANTAN
BARAT.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5
{1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
menglkoordinir :

a. Biro Pemerintahan;
b.Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
c¢. Biro Hulum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir:
a. Biro Perekonomian;
b.Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c. Biro Administrasi Pembangunan.
4. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir:
a. Biro Organisasi;
b.Biro Umum; dan
c. Biro Administrasi Pimpinan.
{2} Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagaimana tercantum

pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 13 huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari
a. Kepala Biro;

b.Bagian Pemerintahan;

c. Bagian Otonomi Daerah;
d.Bagian Kerjasama; dan
e. Dihapus.

HARD PERANGHAT DAERAH
HURUM PRI x*z??m«;,mm;
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Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub
Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan mempunyai fungsi :

a.penyusunan rehcanan kerja Sub Bagian Administrasi Wilayah
Pemerintahan;

bpengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebi jakan
pemerintah daerah di bidang administrasi wilayah pemerintahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat
fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Administrasi Wilayah
Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perangkat daerah terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi wilayah
pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan kegiatan wurusan pemerintahan provinsi di bidang
administrasi wilayah pemerintahan, supervisi pembinaan dan
sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupa bumi,
penataan batas wilayah administrasi pemerintahan antar provinsi dan
kab/kota, penyelesaian aset bekas milik asing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi dalam fasilitasi,
koordinasi, melaksanakan pengembangan dan mengkaj rumusan,
perencanaan penetapan dan penentuan perumusan kebijakan teknis
administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

g.penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bagian
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
administrasi wilayah pemerintahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang administrasi wilayah pemerintahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain di bidang administrasi wilayah pemerintahan

vang diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

HARG PELANGE AT TABRAN ASISTEN 1 GENTIA }
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4, Ketentuan Pasal 33 diubah, %sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Sub
Bagian Evaluasi dan Penyeienggaraan Pemerintahan mempunyai fungs1

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Evaluasi dan Penyeienggaraan
Pemerintahan; _ : S _

b.pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan - kebijakai"i SR
pemerintah  daerah di bidang evaluasi dan “penyeleniggaraan
pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan f ungsi - peJabat
fungsional maupun pe}_aksana pada Sub Baglan Evaluasi dan -

Penyelenggaraan  Pemerintahan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

d. pelaksanaan koordinasi' dan fasilitasi dengan perangkat daerah
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang evalua& dan

penyelenggaraan  pemerintahan  sesuai  ketentuan __peratu1 an -
perundang-undangan;

e. pelaksanaan kegiatan f_zrusan pemerintahan  provinsi- ch bzdang
peniyilapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemermtalm Daerah
yang memuaf informasi capaian akuntabilitag pemermtah daerah T
evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Kabupaten/l(ota, 3 S
evaluasi kinerja pemermtah daerah dan pemngkatan kapasztas daemh
database LPPD skala Daerah, evaluam kinerja penyeienggaz aan
Pemerintah Daerah, pemantauan dan peiaporan dan penyusunan
LKPJ dan LPPD serta pembmaan dan pengawasan penerapma Standar -
Pelayanan Minimal Provinsi dan Kabupaten/Koia sesuaz ketentuan
peraturan perundang- undangan -

f. penyusunan Lkonsep saran dan pemmbangan Kepaia Bagzan
berkenaan dengan peiaksanaan tugas dan- fungsz dl b1dang evalua31 i
dan penyelenggaraan pemermtahan sesuai - ketemuan peraturan . T
perundang-undangan; . L _

g pelaksanaan monitoring, evaluasz dan 1ap01an pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang evaluasi dan penyelenggaraan pemermtahan sesual
ketentuan peraturan perundang undangan; dan &

h.pelaksanaan fungsi Iam di bidang evaluasi c’f,an penyeien garaan
pemerintahan yang diserahkan oleh Kepala Baglan sesuai ketentuan
peraturan perundang- unciangan '

5. Ketentuan Pasal 38 hurufe dmbah sehingga ber buny1 sebageu bemkut
 Pasal 38 '

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d1maksud dalam Pasai 3’? Sub
Bagian Kerjasama Antar Pemermtah mempunym f ungsz ' -

a. penyusunan rencana kerJa Sub Bagian Kergasama Antar’ Pemeramah

B AR PEN ANGIAT DARRATR
FURURE PEBS R{ﬁim&s 5
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b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebijakan
pemerintah daerah di bidang kerjasama antar pemerintah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat
fungsional maupun pe1§11<sana pada Sub Bagian Kerjasama Antar
Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama antar
pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang
kerjasama antar daerah, kebijakan forum-forum kerjasama daerah,
kerjasama luar negeri, mengelola administrasi ijin ASN Pemerintah
Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan
anggota DPRD ke Luar Negeri, fasilitasi serta penyiapan bahan Forum -
Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, BIMP-EAGA sesuai
ketentuan peraturan perundang—undangan;

f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama
antar pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangar; -

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan

fungsi di bidang kerjasama antar pemerintah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

ga

h. pelaksanaan fungsi lam di bidang kerjasama antar pemerintah yang
diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 45 huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: -
. Pasal 45

Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
terdiri dari :

a. Kepala Biro;
bBagian Bina Mental Spiritual;
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;

d.Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
e. Dihapus. :

7. Ketentuan Pasal 77 huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 77
Biro Hukum sebagaimana chmaksud dalam Pasal 75 terdiri dari:
a. Kepala Birg; :
b.Bagian Peraturan Pe1*undang~Unciangan Provinsi;
¢c. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota;
d.Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;, dan
e. Dihapus.

HARG PERANGIKAT DAERAH
HUZ UM | TEIMRAKA FBA
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8. Ketentuan Pasal 112 huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 112
Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, terdiri
dari:
a. Kepala Biro;
b.Bagian Kebijakan Perekonomian;
c. Bagian Sumber Daya Alam;
d.Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum :
Daerah; dan
e. Dlhapus

9. Ketentuan Pasal 144 huruf e dihapus, sehingga berbunyi sébé;gaj |
berikut:

Pasal 144

Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal FR ey

142, terdiri dari:

a. I{epala Biro; -

b.Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

c. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

d.Bagian Pembinaan dan Advokas; Pengadaan Barang dan Jasa; dan
e.Dihapus,

10. Ketentuan Pasal 176 huruf e dihapus, sehingga berbﬁriyi 'Sebagfa_i :
berikut : ' S
Pasal 176

Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dlmaksud da]am Pasal
174, terdiri dari : .

a. Kepala Biro; I
bBagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Iﬁ)ae; ah '

c. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wﬂayah' e

,._.

d. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; dan
e. Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 211 huruf e dihapus, sehingga .b‘erbﬂnyi' g Sﬁbagéii a |

berikut:
Pasal 211

Biro Organisasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 209, terdzrl darl
a. Kepala Biro;

b. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
c. Bagian Tatalaksana;

dBagian Reformasi Blrokra31 dan Akuntabilitas Kinerja; dan
e. Dihapus. : '

12. Ketentuan Pasal 221 diubah, sehingga berbunyi sebagai’ berﬂ«:ut
- Pasal 221 s
Sub Bagian Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud - dalam’ Pasal 216 -

ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan-

merumuskan bahan kebijakan pemerintah daerah di bzdang analisis

jabatan, analisis beban kerja, evaluasi 3a,batan, standar. kompetensz' - e
jabatan, peta jabatan serta mengendalikan pelaksanaaﬂ ls:egzatan Sesuaz SRl

tugas dan fungsinya.

Haro PE?RAHGKAT PBAERAH
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13. Ketentuan Pasal 222 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
. Pasal 222 |

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201,

Sub Bagian Analisis Jabatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana ke Sub Bagian Analisis Jabatan;- o e

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan  kebijakan
pemerintah daerah di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan'
peraturan perundang- undangan R

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungSi _péja‘b'at T
fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Analisis Jabatan
sesuai ketentuan peraturaj:l perundang-undangan;

d. pelaksanaan koordinasi ' dan fasilitasi  dengan: peranghat daelah: e i
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang analisis jabatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ' '

e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi - dir bldang el
fasilitasi dan verifikasi analisis jabatan, verifikasi analisis beban kezj}a, T e ol
verifikasi standar l&ompetensz jabatan administrasi, vemﬁka31 urauan e S
jabatan, verifikasi peta jabatan, verifikasi evaluasi gabatan s*:erta SREN D
pembinaan Kabupaten/Kota di bidang analisis 3abatan sesual =
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f penyusunan standar kornpetenm jabatan pimpinan t111gg1, B

g penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada KePaIa Bagzan"' B
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di- bldang anahszs_;:_ R
jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan"' SR
fungsi di bidang analisis jabatan sesuai ketentuan .peraiuran_: O
perundang-undangan; dan o | .

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang analisis Jjabatan yang ciisemhkaﬂ' i IR R
oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan per Lmdang undangarz i

14. Ketentuan Pasal 236 diubah; sehingga berbunyi sebaga1 bemkut
- Pasal 236

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasaﬁi 235 A .
Sub Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi : ' '

a. penyusunan rencana kerj 3a Sub Bagian Reformasi BirokraSi

b. pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan _ kebgakanf - SR
pemerintah daerah di bzda.ng reformasi birokrasi sesua1 ketemuan”"g '
peraturan perundaﬂg~undar1gan '

c. pengawasan terhadap peiaksanaan tugas dan o f ungs1 pejabat._:' R ot :
fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Reformasz B:rokrasz S
sesuai ketentuan per aturan pemndanguundangan '

HARG PR ﬁm AT DARRAH
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d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan peraﬂgkat daerah"_ :
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang refcrmas1 blrokra51
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan promnsz dz bldang L
reformasi birokrasi ber dasal kan indikator 8 (deiapaﬂ) area perubahan,' o i
pembinaan terhadap kelampok kerja 8 (delapan) area. perubahan Serta_' - ': R
fasilitasi dan verifikasi penilaian pemngkatan kinerja 8 (delapan) a:rea SRl
perubahan sesuai ketentuan peraturan perurldang undaﬂgaﬂ '

f. pembinaan reformasi blrokras1 pada Kabupaten/Kota S

g penyusunan konsep saran dan p@rt;mbangan kepada Kepala Baglan i
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di ‘bxdang reformasi
birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 1aporan pelaksanaan tugas dal‘l_: ot
fungsi di bidang reformiasi - birokrasi: sesua; ketentuan pe;a’curanj-_"f[
perundang-undangan; dan - : . _ SR

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang reformasi- bzrokras1 ym}g d;serahkan“. .3;_7‘: -
oleh Kepala Bagian sesua; ketentuan peraturan’ perundang»undmlgan e

15. Ketentuan Pasal 238 dmbah sehingga berbunyl sebagaj berﬂ{ut
Pasal 238 CLE e e

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasa] 23’7 :-j R

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi: :

a. penyusunan rencana ker ja Sub Bagian Akuntabzhtas Kmerga o

b.pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan . bahan I{ebljakanj:f}f o
pemerintah daerah di bidang akuntabmtas klnema sesua:z I{etentuan S
peraturan perundang-undangan; Bt

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tug‘as‘; dan f ungsz pe Jabatiﬁ” o "fﬁ_.ﬁ )
fungsional maupun peiaksana pada Sub Baglan Akuntabahtas Kmerga?_;iz'i' £
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; . o0 R

dpelaksanaan koordinasi dan fasilitasi  dengan permlgkat daeralr i
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang. akuntabihtas kmergaj- (IS
sesuai ketentuan peraturan pexundang~undangan, o

e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi- ch ‘b1dangl
akuntabilitas kinerija, momtormg peningkatan Akuntablhtas Kiner Ja'-'.:.' el
Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/f{ota s;esua;z ketentuanf'_? e
peraturan perundang«undaﬂgaﬁ o

f penyusunan konsep saran dan per tlmbangan kepada Kepaia Bagzanf G
berkenaan dengan peiaksanaan tugas dan’ fung31 i ‘blciangﬁ'-._- i
alcuntabilitas  kinerja ;_sesuaa ketentuan peratm an perundang—_-- S
undangan; : _ e G

g pelaksanaan momtorang, evaluasi dan 1apoxan peiaksanaan tucfas da:n, A
fungsi di bidang akuntabilitas kinerja sesuai- ketentuan pera’turan S S
perundang-undangan; dan - S

hpelaksanaan fungsi lain di bidang akuntabﬂltas kmerga ' ya.ng e
diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan g
perundang-undangan. : R o B

HARG PESANGHAT DABRAH
HURUM Pﬁ:hﬁimm.ﬂsa
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16. Ketentuan Pasal 240 diubah, sehingga berbunyi sebagai b@ﬂk\lt
Pasal 240
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234,
Sub Bagian Budaya Kerja mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Budaya Kerja;
bpengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebi jakan

pemerintah daerah di bidang budaya kerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat
fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Budaya Kerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

dpelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang budaya kerja sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang budaya
kerja, pembinaan budaya kerja, monitoring dan fasilitasi
penyelenggaraan budaya kerja, peningkatan nilai dan etika budaya
kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f pembinaan budaya kerja pada Kabupaten/Kota;

g.penyusunan konsep saran dan pertimbalgan kepada Kepala Bagian
berkenaan dengan pelal{éanaan tugas dan fungsi di bidang budaya
kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi di bidang budaya kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain di bidang budaya kerja yang diserahkan oleh
Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan perundalg-undangan.

17. Ketentuan Pasal 243 huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 243
Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, terdiri dari:
a. Kepala Biro;
b.Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah;
c. Bagian Tata Usalia; |
d. Bagian Rumah Tangga; dan
¢.Dihapus. |

18. Ketentuan Pasal 263 diubah, sehingga berbunyl sebagai berikut:
Pasal 263

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262,
Sub Bagian Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha Biro, Persuratan
dan Arsip;

ARG PERANGHAT DAERANR ASIRTEN T SHEDA
HURUM ?msmium%
Y : :
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b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan
pelaksanaan urusan di bidang tata usaha biro, persuratan dan arsip
di lingkungan Sekretariat Daerah;

€. pengawasan pelak‘sana:—in tugas dan fungsi pejabat fungsional
maupun pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Biro, Persuratan dan
Arsip;

d. pelaksanaan koordinasi’ dan fasilitasi dengan perangkat daerah
berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tata usaha biro,
persuratan dan arsip di lingkungan Sekretariat Daerah;

e. pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha bire, persuratan, arsip,
pengadaan pakaian dinas, serta pengadaan barang habis pakai di
bidang ketatausahaan, persuratan dan kearsipan di lingkungan
sekretariat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelayanan administrasi kepegawaian, pelayanan - administrasi-
keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan
sistern akuntansi dan pelaporan, pelaporan pelayanan administrasi
umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan
barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem mformam
serta pengelolaan perpustakaaﬂ dan kearsipan;

g. pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA,.
DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro, pengolahan
bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan linglkup - ‘biro,
perencanaarn pemehharaan perlengkapan biro; |

h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepaia Bagzan

berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tata usaha ‘biro, " |
persuratan dan arsip di lingkungan Sekretariat Daerah;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporah. térha_da‘;ﬁ L

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tata usaha biro, _pei‘suratan
dan arsip di lingkungan Sekretariat Daerah; dan

J. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha bire, persuratan dan

arsip di lngkungan Sek:etanat Daerah yang diserahkan oleh Kepala -
Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.. -

Ketentuan Pasal 275 huruf e dihapus, sehingga bferbunyi sebagai
berikut: '

Pasal 275

Biro Adminitrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273,
terdiri dari :

a. Kepala Biro;

b. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
c. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan;

d. Bagian Protokol; dan |

e. Dihapus.

HARD PERANGHAT DADRAK
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20. Ketentuan Pasal 300 diubah, sehingga berbunyi Sébzig’ai berikut:

21.

Pasal 300

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299
Sub Bagian Acara mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan rencana kerp Sub Bagian Acara;

pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan kebi ;’aikém’

pemerintah daerah di bidang acara sesuai k etentuan peraturan RN

perundang-undangan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan  fungsi péjé?jat' R

fungsional maupun pelaksana pada Sub Bagian Acara sesuai
ketentuan peraturan pemnda:ﬁg undangan;

. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi, d} bidang aea}:a ._ e
penyiapan periengkapan dan kelengkapan acara/upacara -
petugas/perangkat yang akan terlibat didalam acara yang. meizpuu i

pembawa acara, dirigen, pembaca doa, pembaca surat keputuszm dan s

perangkat lainnya sesuai ketentuan peratura perzmdang undangan

. pelaksanaan koordinasi penylapan bahan lapora,n p1mpman buku e
panduan upacara baik acara kenegaraan maupun 1es1m, penympan s SRR
kenang-kenangan (souvemr)/cmderamata karangan bunga : dan‘ﬁ_' |
sejenisnya, serta penyiapan perangkat dukungan acara/kecqatan_ S

pimpinan sesuai ketentuan peraturain perundang- undangan

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagtan g
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi d1 bldang acara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

pelaksanaan monitoring, evaluam dan lapore an pelaksanaarl tugas dan:_'

fungsi di bidang acara: sesuai ketentuan- peratm an perundang_ Lk

undangan; dan

. pelaksanaan fungsi lain di bidang acara yang. diserahkan oleh I{epalaﬁ':'f'"-z e

Bagian sesuai ketentuan peraturan perundang»undangan

Ketentuan Pasal 304 diubah, sehingga berbunyi sebagau benkut

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlrnaksud dalam Pasal 303 ._.:.:

-~ Pasal 304

Sub Bagian Hubungan Keprotokolan mempunyaa f ungs1

a.
b.

penyusunan rencana ke:iga Sub &bﬁlan Huburzgan Keprotckolan

pengumpulan, pengoiahaﬁ dan peﬂyusunan bahan kebijakan
pemerintah di bidang hubungan keprotokolaﬂ sesuaz I{e‘i:eniuai’l

peraturan perundang- undangan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan' i u:ngsz pejabat S
fungsional maupun pelaksana pada  Sub Bag:an Hubungan._'-';_i"_.___f:

Keprotokolan sesuai ketemuan peraturan perundangvundangan

BARO PERANGHAT DARRAH
maany . PR SRAHARSA
3 : 1
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. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan
keprotokolan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pengumpulan bahan penyusunan kegiatan pimpinan berdasarkan

data dari penyelenggara atau instansi yang terkait dengan kegiatan
yang akan menghadirkan pimpinan, serta penyiapan bahan laporan
pimpinan;
pelaksanaan koordinasi dengan ajudan pimpinan terkait arahan
pimpinan;

. pelaksanaan persiapan acara, upacara pelantikan, rapat-rapat dinas

dan pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;

-pengaturan tata tempat acara, tata upacara, tata penghormatan dalam
acara maupun upacara, pertemuan dan kegiatan lain yang sejenis-

berdasarkan ketentuan dan situasinys;

persiapan upacara rutin dan kegiatan keprotokolan lainnya serta
mengkoordinasikan pelaksanaan gladi acara berdasarkan ketentuan
yang berlaku dan situasinya;

pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang
hubungan keprotokolan, koordinasi dengan instansi/lembaga untuk

kegiatan  keprotokolan, pemantauan dan Evaluasi kegiatan
keprotokolan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pelaksanaan kegiatan urﬁsan pemerintah provinsi di bidang hubungan

antar instansi/lembaga ‘serta menyiapkan bahan rencana agenda
kunjungan tamu instansi/lembaga sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pengurusan perjalanan dinas pendampingan keprotokolan kegiatan
pimpinan dan atau Istri/Suami dan kegiatan lain yang sejenis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. penomoran Surat Perintah Tugas instansi pemerintah dalam rangka-

perjalanan dinas;

penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian
berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan
keprotokolan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanacn tugas dan

fungsi di bidang hubungan keprotokolan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

- pelaksapnaan fungsi lain di bidang hubungan keprotokolan yang -

diserahkan oleh Kepala Bagian sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KARG PER ANCKAT DAZRAT
MUK PEMRARARSA
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22. Ketentuan Judul bagian Keenam Belas dan Pasal 305 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Bagian Keenam Belas
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 305

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi,
Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fuingsional
berdasarkan Jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perunda1’1°‘~
undangan. :

(2) Kelompok Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan
pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. _

(3} Jenis dan jumlah Jabdtan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

23. Diantara Pasal 305 dan Pasal 306 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
305A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 305A o .
(1} Pengangkatan melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan
setelah mendapat penetapan atau persetujuan dari kementeman
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .
(2) Bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan maupun-
penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsmnal -
dapat ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah' o
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. R §
(3) Rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas iambahan serta IERE IR
pengelolaan kegiatan Koordinator Kelompok Jabatan Fungszonal e
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut- dengan '
Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuaﬂ peratm an .
perundang-undangan. -

24. Ketentuan Pasal 312 diubah, sehingga berbunyi sebagai berlkut
. Pasal 312 |

(1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Guhemur _. 1\%01‘_3:101‘ 7T
Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dam
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomar I R
78), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya . perai:uran'
pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur 1111 ' -

(2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawaz Negeri -
Sipil yang melaksanakan tugas di lngkungan Sekretariat: Daerah S
Provinsi Kalimantan Barat, tetap melaksanakan tugasnya sepcmjang T
belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Peribina Kepegawalan g

TARD PERANGHAT DARRAH
HURUE B 5 ﬁfnmma
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Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianalk
pada tanggal L ies 2021
y} GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Diundangkan di Pozltianal{
pada tanggal & 0Ly 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

o

AL. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 7}
&
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